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REFU

MIMISTREY OF TRADE

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: 97/BAPPEBTI/PER/O7/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
[PNBF) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menumbang d. bahwa dengan telah ditetapkannyva Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarl atas Jenis
Penertmaan  Negara Bukan Pajak  yvang  Berlaku  pada
Kementerian Perdagangan; dipandang periu
menyvempurnakan Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Taril
atas Peneritnaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa
Felayanan Usaha Berjangka dan Denda Administratif;
b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komodit,
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3232

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komodit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 3803);

3. hkeputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu |l Perjode 20092014

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomaor



Menetapkan :

Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor:97/BAPPEBTI/PER/07/2012

59/P Tahun 2011;

. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang

Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian

Perdagangan;

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi  Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara;

. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan;

. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka Dan
Denda Administratif sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 66/BAPPEBTI/Per/1/2009;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN



Prearae Kepnbn Bod oy Porgneos

rdananiuan Berpangla Busaodiy
Mt YT B PRERT PR BR A0 Y

BERJANGEA KOMODITI NOMOR 4% FEAPPEBT! KB/ I/ 2003
TERTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS
PENERIMAAN NEGARA BUBAN PAJAK (PNBP DARL Jasa
PELAYANAN USAHA BERJANGEN DAN DENDA ADMINISTRATIF,

Pasal |
Ketentaan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawiag
Perdagangan Bemanela Formadin Nomar
18/ BAPPEBTI/KP/IN/2003  teatang  Pedomian  Pelaksanaan
Pengenaan Taril Atas Penerimaan Negara Bukan Fryak (PNEBR}
Dari Jasa Pelayanan Usaha Bedjangka Dan Denda Administratif
sebagaimana telah diubat dengan Peraturan Kepaln Badan
Pengawas Perdagangan Borjangla tarminding Nomor
G/ BAPPEBTL/ Per/ | /20049 cintbah sehingun berbunayi
sebagamana terlampir dalam Lampiran  Perataran IKepula

Badan Pengawas Perdagangan Beraneka Komodit ini,

FPasal 1l
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdapsangan Berjanla
Komaditi ini mulai berlaku sejal tanggal ditetapkan,
Apar settap Drarg mengetahuuya, memerintankan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan
Bluorjangks Komodid in) dengan penempatannyae dalam Beriea

Negara Kepublik Indoenesia.

Ditetapkan i Jakarta
pada tanggal 23Jub 2012
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Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor:97/BAPPEBTI/PER/07/2012

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perdagangan R.I.;

Wakil Menteri Perdagangan R.I.;

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;

Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
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Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.



